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 Jual beli dalam Islam merupakan sarana tolong menolong untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya 
sebagai makhluk social. Dalam jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan 
yang jelas antara jual beli yang diperolehkan dan yang dilarang. Pada dasarnya, 
manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 
secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dengan bertransaksi antara 
satu dengan yang lain. Konsep tiket makan sepuasnya merupakan suatu konsep 
wisata durian dimana pengunjung yang datang dapat memilih durian sepuasnya 
yang telah disediakan oleh pihak pengelola hanya dengan sekali membayar. Hal 
yang perlu diungkap dalam konsep tiket makan sepuasnya adalah objek jual beli 
yang tidak diketahui seberapa banyak jumlah yang dimakan oleh pengunjung atu 
pembeli.   
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagimana praktik jual beli 
durian dengan sistem tiket makan sepuasnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
tentang jual beli durian dengan sistem tiket makan sepuasnya pada Wisata Durian 
Talang Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli durian 
dengan sistem tiket makan sepuasnya pada Wisata Durian Talang Es, Tanjung 
Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan, Untuk mengetahui tinjauan 
hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem tiket makan sepuasnya pada 
Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung 
Selatan. 
 Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian 
lapangan (field research), yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi 
yang bersumber dari pengelola dan pengunjung dengan cara wawancara langsung 
kepada pemilik Kebun Durian Talang Es, dan pengunjung yang datang. Dari data 
yang telah terkumpul selanjutnya akan diteliti sesuai fakta yang terjadi 
dilapangan, sehingga mudah dipahami dengan menggunakan pendekatan normatif 
yang dilandasi pada tinjauan hukum Islam kemudian data dianalisis secara 
deduktif dan induktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik wisata 
durian dengan sistem tiket makan sepuasnya di Kebun Durian Talang Es, Tanjung 
Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan tidak sah karena belum  
memenuhi syarat jual beli khususnya dalam hal objeknya karena makan 
sepuasnya tidak mengandung kejelasan tentang kadarnya dengan demikian jual 














                             
                          
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, 
maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada 
judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual 
Beli Durian Dengan Sistem Tiket Makan Sepuasnya” (Studi Pada 
Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram, 
Lampung Selatan). Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah 
sebagai berikut: 
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil 




Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan 
mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan As-
Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.
2
 
Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama 




                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11. 
3
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 20030, h. 193. 
 
 
Durian merupakan buah yang berkulit tebal dan berduri, berbentuk 
bundar lonjong atau bundar telur, dagingnya berwarna putih, kuning tua 
atau putih kekuning-kuningan, berbau tajam dan dapat memabukkan.
4
 
Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 
sehingga membentuk suatu totalitas.
5
 
Tiket adalah karcis kapal, pesawat terbang, dan sebagainya.
6
 
Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas, maka dapat 
dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian 
secara mendalam mengenai praktik usaha wisata durian dengan sistem 
tiket makan sepuasnya pada Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. 
Merbau Mataram, Lampung Selatan. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan dalam memilih serta menentukan judul “Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Tiket Makan Sepuasnya” 
adalah: 
1. Alasan Objektif 
Adanya suatu praktik usaha wisata durian yang menggunakan 
sistem tiket makan sepuasnya yang merupakan hal baru yang terjadi di 
dalam objek wisata. Karena dalam praktiknya, adanya ketidakjelasan 
berapa banyak yang akan dimakan oleh setiap pengunjung dan 
pengunjung tidak mengetahui sebelumnya mengenai kondisi fisik dari 
                                                             
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1028. 
5
Ibid, h. 1543.  
6
Ibid, h. 1191. 
 
 
durian, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan keuntungan dari 
kedua belah pihak. Hal ini tentu diduga adanya unsur gharar didalam 
praktiknya. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pembahasan ini diangkat karena belum ada yang membahas 
pembahasan ini di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden 
Intan Lampung dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk 
dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang 
masalah ini. 
b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan sehingga 
memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang 
permasalahan ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan 
muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-
aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan 
urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
7
 Islam membuat berbagai macam 
peraturan dengan peraturan itu akan tercipta kedamian dan kebahagiaan 
hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal 
yang penting bagi realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa 
dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek 
muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat 
                                                             
7
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007), h. 2 
 
 




Manusia secara pribadi membutuhkan kebutuhan berupa sandang, 
pangan, dan papan. Karena itu Allah SWT mensyariatkan jual beli. Secara 
terminologi jual beli dapat diartikan dengan tukar menukar harta secara 
suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian 
menurut bentuk yang diperbolehkan.
9
 Jual beli dapat dikatakan sah atau 
tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syaratnya. Dalam 
jual beli terdapat unsur-unsur yang harus ditaati agar transaksi yang sah 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara‟. 
Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek zalim. 
Maksudnya dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan 
hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang 
diperolehnya. Jual beli itu sendiri harus terbuka dan tidak ada unsur 
tipuan, maka dalam perjanjian pun harus jelas. Dalam kegiatan jual beli  
hendaknya orang yang berdagang sebaiknya mengetahui halal dan haram, 
tidak mengambil hak orang lain, tidak ada kebohongan, barang yang 
diperjualbelikan harus pasti, serta tidak mengandung unsur riba. Anjuran 
untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus suka sama 
suka atau saling ridha.Mengenai tentang riba, riba dapat diartikan 
mengambil kelebihan atau meminta tambahan dari sesuatu yang 
                                                             
8
Sayyid Sabiq, Fikih Muamalah, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Cet ke-1, h. 35. 
9
 Amir Syarifuddi, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193. 
 
 
dipinjamkan atau dihutangkan kepada orang lain.
10
 Di dalam sejarah 
budaya Islam dinyatakan bahwa sebelum Islam datang, sumber-sumber 
kekayaan dimobilisasi berdasarkan riba. Hal ini tidak sesuai dengan 
prinsip yang dibawa Islam, karena menyebabkan adanya ketidakadilan. 
Jika terjadi kerugian, maka pengusaha atau pedagang yang harus 
menanggungnya. Sedangkan pemilik modal hanya menyediakan modal, 
dan mendapatkan bunga yang telah ditentukan di muka Islam mencoba 
merubah ketidakadilan tersebut dengan menghapus konsep bunga riba 
yang diterapkan antara pemilik modal dengan pengusaha, dan 
menggantinya dengan konsep bagi hasil. Membantu orang miskin adalah 
menjadi prioritas utama dalam Islam. Namun, hal tersebut bukanlah alasan 
utama dari pelarangan riba. Yang menjadi alasan utama dari pelarangan 
riba adalah realisasi darikeadilan sosio-ekonomi secara umum, 
sebagaimana telah dinyatakan dalam al-Qur‟an sebagai misi utama 
diutusnya para Rasul.
11
 Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa 
[4] ayat 29: 
                             
                             
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
                                                             
10
Ibid, h. 57. 
11
 Abdul Qodir Zaelani, “Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh 
(Studi atas Pemikiran M. Umer Chapra)”, Jurnal ASAS, Jilid IV (14 Juli 2012), h. 5. 
 
 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli 
dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan 
Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, yakni jual beli yang 
terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan dan lain sebagainya.Serta 
harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.
12
 
Seiring perkembangan zaman, kegiatan jual beli semakin beragam. 
Salah satunya adalah kegiatan jual beli durian dengan harga perbuah, dan 
dilihat dari jenis, ukuran, dan kualitas durian tersebut. Akan tetapi praktik 
yang berbeda diterapkan di Kebun Durian Talang Es yaitu dengan 
menggunakan sistem tiket makan sepuasnya dan pengunjung dapat makan 
durian yang telah disediakan oleh pengelola, dengan syarat tidak dapat 
dibawa pulang maupun keluar wilayah kebun durian tersebut. Harga tiket 
yang dibebankan kepada pengunjung adalah sebesar Rp. 50.000/orang 
dengan syarat minimal jumlah rombongan 5 orang. Selanjutnya, 
pengunjung diperbolehkan masuk untuk makan durian sepuasnya yang 
sudah disiapkan oleh pengelola wisata durian. Dilihat dari praktiknya ada 
beberapa pengunjung yang makan durian banyak sehingga melebihi dari 
jumlah nominal yang telah diserahkan. Hal ini dapat merugikan pihak 
pengelola wisata durian tersebut.  Adapun pengunjung yang memakan 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kiranya 
dipandang layak untuk mengadakan penelitan dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Tiket Makan 
Sepuasnya” (Studi Pada Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. 
Merbau Mataram, Lampung Selatan). 
D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar 
tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan 
tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta 
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli durian dengan sistem 
tiket makan sepuasnya di Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. 
Merbau Mataram, Lampung Selatan) 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perlu dirumuskan 
fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi fokus 
permasalahan pokok yaitu: 
1. Bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem tiket makan 
sepuasnya di Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau 
Mataram, Lampung Selatan? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli durian dengan 
sistem tiket makan sepuasnya di Wisata Durian Talang Es, Tanjung 
Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan? 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui praktik jual beli durian dengan sistem tiket makan 
sepuasnya di Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. 
Merbau Mataram, Lampung Selatan. 
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli durian dengan 
sistem tiket makan sepuasnya di Wisata Durian Talang Es, Tanjung 
Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan. 
G. Signifikasi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 
signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut: 
1. Signifikasi Akademis 
Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan 
ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah jual 
beli khususnya tinjauan hukum Islam tentang jual beli durian dengan 
sistem tiket. 
2. Signifikasi Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi penjual maupun pembeli untuk meningkatkan 
komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, 
 
 
pemahaman dan pengembangan praktik jual beli yang lebih positif serta 
diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang 
bermuamalah khususnya berkaitan dengan jual beli dengan sistem makan 
sepuasnya.  
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
induktif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian 
dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk 
mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dan lebih umum 
mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian. 
1. Jenis Penelitian 
Field Research yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam 
kancah sebenarnya.
14
 Penelitian akan dilakukan di Wisata Durian Talang 
Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, 
dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 
tertentu.
15
 Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang 
bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem tiket di Wisata Durian, 
Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan ditinjau dari 
hukum Islam. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 3. 
15 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75. 
 
 
3. Sumber Data  
Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau yang 
dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau 
yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dapat berupa 
opini subjek (orang) secara individual maupun secara kelompok, hasil 
 Observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil 
pengujian.
16
 Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 
bersumber dari pemilik, pengelola, dan pengunjung jual beli durian di 
Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, 
Lampung Selatan. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung, misalnya didapat dengan cara membaca buku, artiket, jurnal, 
serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan 
untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
17
 Populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang yang 
terdiri dari 1 pemilik, 4 pengelola dan 15 pengunjung wisata durian 
Talang Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang 
teliti, jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut 
Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih 
baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian 
populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil 
antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dari 
penelitian ini lebih dari 100 sehingga tidak semua populasi dijadikan 
sampel. Yaitu 20 orang yang terdiri dari 1 pemilik wisata durian, 4 
pengelola dan 15 pengunjung. 
I. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di 
Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 
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setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi 
yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada 
responden.
18
 Penelitian ini, dilakukan dengan wawancara kepada 
pemilik, pengelola, dan pengunjung di Wisata Durian Talang Es, 
Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan. 
2. Observasi  
Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.
19
 Observasi yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengamati pihak-
pihak yang berada dalam wisata durian talang es, Tanjung Baru, Kec. 
Merbau Mataram, Lampung Selatan. 
3. Pengolahan Data 
Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Editing (Pemeriksaan Data) 
Editing (pemeriksaan data) yaitu memeriksa daftar pertanyaan 
yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada 
editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau 
kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah 
diselesaikan sampai sejauh mungkin. 
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b. Sistemazing (Sistematika Data) 
Sistemazing yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan 
pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari 
rumusan masalah. 
4. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Degan cara menyusun pola, memilih mana yang 
penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami diri sendiri maupun orang lain. 
Analisis data yang diperoleh dapat dilakukan dengan cara 
analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) 
melalui metode yang bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran 
dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan umum.
20
 Dari hasil analisis tersebut 
dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir 
dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan secara 
fakta-fakta yang bersifat khusus. 
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  KAJIAN TEORI 
 
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 
1.  Pengetian Jual Beli 
Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-Ba‟i 
 yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti (اَْلبَْيع  )
(menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-Ba‟i (  اَْلبَْيع) dalam 
bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertiaan lawannya, yaitu 
al-Syirā (  َراء  berarti (اَْلبَْبع  ) atau beli. Dengan demikian kata al-Ba‟i (اَاشِّ
kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.
21 
22بَالَُةَشْيٍءِبَشْيٍءَعَل َوْجِو اْلُمَعاَوَضةِ الَُغًةُىَوُمقَ  اَْلبْيعُ   
Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda 
dengan adanya timbal balik 
Menurut pendapat ulama lain, jual beli diartikan dengan tukar 
menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan 
dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.
23
 
Katalain dari jual beli (al-Ba‟i) adalah Al-Tijarah yang berarti 
perdagangan.
24
 Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:  
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2004), h. 113  
22 Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syāfi‟i, Tausyaikh „Ala Fathul 
Qarib al-Mujib, Cet. Ke-1 (Jeddah: Alharomain, 20015), h. 130. 
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 Amir Syarifuddin, Garis- Garis Besar Fiqh,(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 193.  
 
 
         
Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi 
(QS. Fathir (35) : 29)
25
 
Adapun jual beli menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa 
pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: 
a) Ulama Hanāfiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, 
yaitu definisi dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti 
umum, yaitu: 
ْقِداَْوََنْوِِه عَ  ْلَعِة بِالن َّ ِة َوََنِْوِِهَااَْوُمَباَدلَةُالسِّ َىِب َواْلِفضَّ  َلىَوُىَوبَ ْيُع اْلَعْْيِ الن َّْقَدْيِن الذَّ
        26َوْجٍو ََمُْصْوصٍ  
Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan 
perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang 
atau semacamnya menurut cara yang khusus. 
Definisi dalam arti khusus, yaitu: 
                                                                       27 َمُل َماَكاَن َذاتًااَْونَ ْقًداَوُىَو ُمَباَدلَِةاْلماِل بِاْلَماِل َعَلى َوْجٍو ََمُْصْوٍص فَاْلَماُل َيشْ 
Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut secara 
khusus, harta mencakup zat (barang dan uang). 
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b) Ulama Mālikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, 
yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, 
yaitu: 
ِة                           فَ ُهَوَعْقُد ُمَعاَوَضٍةَعَلى َغْْيَِمَنا ِفِع َوالَ ُمتْ َعِة َلدَّ
Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain manfaat 
dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.” 
              Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar 
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan 
adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan 
manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), 
ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau 
hasilnya.
28
 Definisi jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-
menukar sesuatu yang bukan kemanfataan dan bukan pula kelezatan 
yamg mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan 
pula perak, bendanya dapat direalisisr dan ada seketika (tidak 
ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan 
si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 
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c) Menurut Ibnu Qudāmah, jual beli adalah: 
                                  30ُمباََدلَُة اْلَماِل بِاْلَماِل ََتِْلْيًكاَوََتَلُّكاً 
Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan 
milik. 
Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan 
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 
lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 
dibenarkan syara‟ (hukum Islam).
31
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
 Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah 
disyari‟atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
32
 
Baik di dalam Al- Qur‟ān, as- Sunnah dan telah menjadi Ijma‟ ulama dan 
kaum Muslimin.
33
 Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara 
sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur‟ān 
dan sunnah Rasulullah saw.
34
 
a. Dasar Hukum dalam Al- Qur‟ān 
1) Firman Allah dalam Surat Al- Baqarah ayat 275:  
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                       
                             
                          
                         
  
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 




2) Firman Allah dalam Surat Al- Baqarah (2) Ayat 282:  
                             
                       
                            
                         
                                
                           
                                
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                   ط         
                           
                                
                             
      
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 
di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. 
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3) Firman Allah dalam Surat An- Nisaa (4) Ayat 29:  
                        
                        
     
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 




b. Dasar Hukum dalam as- Sunnah 
Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Rifa‟ah bin Rafi‟ al- Bazzar dan 
al-Hakim: 
َأيُّ ُسِئَل َعْن رَِفاَعِة ْبِن رَاِفٍع َرِضَي اللَُّو َعْنُو َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 
ُرْوٍر)رواه وصححو ؟ْلَكْسِب َأْطَيبُ  َقاَل:َعَمُل لرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ
38احلكام(  
Dari Rafa’ah bin Rafi’r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah 
ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, 
“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 
yang baik. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).  
 
c. Ijma‟  
Sumber hukum Islam adalah Al-Qur‟ān kemudian Sunnah. 
Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum ketiga 
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 Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-Sunani, Subul al-Salam juz III, 





 Dalil kebolehan jual beli menurut ijma‟ ulama adalah 
telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 




d. Kaidah Fiqh 
 أَلْصُل ِف اْلِمَعاَمَلِة ااِلبَا َحُة االََّأْن َيُدلَّ َدلِْيٌل َعَلى ََتْرْيَِْها 
Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
41
 
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dlam setiap mu‟amalah 
dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, 
gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan dan 
lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti 
mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. 
Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh 
karena itu, transaksi barulah sah apabila diasarkan kepada keridhaan 
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kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu 
pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. 
Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa, dalam sahnya akad 
jual beli harus adanya keridhaan anatara kedua belah pihak yang 
melakukam transaksi jual beli. 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli  
Transaksi jual beli, terdapat perbuatan hukum yang mempunyai 
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli, sehingga rukun dan syarat merupakan 
hal yang teramat penting, karena tanpa rukun dan syarat maka jual beli 
tersebut tidak sah hukumnya. Dalam menentukan rukun
42
 jual beli 
terdapat perbedaan pendapat ulama Hanāfiyah dengan jumhur ulama. 
Rukun jual beli menurut ulama Hanāfiyah hanya satu, yaitu ijāb 
(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabūl (ungkapan menjual dari 
penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu 
hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual 
beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang 
sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi 
yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi 
menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaski 
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jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijāb dan qabūl, atau 
melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta‟athi).
43
  
a. Rukun jual beli  
Rukun adalah kata mufrad dari kata mufrad dari kata jama‟ 
“Arkan”, artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang 
menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila 
ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam 
pekerjaan itu.
44




1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya. Penjual 
haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).  
2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 
hartanya (uangnya).  
3) Objek jual beli ( barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang 
diperbolehkan oleh syara‟ untuk dijual. Untuk menjadi sahnya jual 
beli harus ada ma‟qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual 
beli atau menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. 
4) Shighat (ijāb qabūl), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 
pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak 
pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, 
baik dalam transaksi secara lisan maupun tulisan.  
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b. Syarat jual beli  
Syarat yaitu asal maknanya “janji”. Yang menurut istilah syara‟, 
ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu 




Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan 
beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu :  
1) Syarat Sighat lafadz ijāb qabūl  
Ijāb adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini 
sekian…”. Sedangkan qabul adalah perkataan si pembeli, seperti 
“saya beli dengan harga sekian…”.
47
 
Adapun syarat-syarat ijāb dan qabūl menurut para ulama 
fikih yaitu:  
a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.  
b)  Qabūl sesuai dengan ijāb. Misalnya penjual mengatakan : “saya 
jual buku ini seharga Rp. 15.000”, lalu pembeli menjawab : 
“saya beli dengan harga Rp. 15.000”. apabila antara ijāb dengan 
qabūl tidak sesuai maka jual beli tidak sah.  
c) Ijāb dan qabūl dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua 
belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 
topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijāb, lalu 
pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabūl, atau pembeli 
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mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah 
jual beli, kemudian mengucapkan qabūl, maka menurut 
kesepakatan para ulama fikih jual beli ini tidak sah”.
48
 
d) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh 
dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan 
akad.
49
 Contoh: “kalau saya jadi pergi saya jual barang ini”.  
Terkait dengan masalah ijāb dan qabūl adalah jual beli melalui 
perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak 
seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan 
faximile, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui 
perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat 
adalah sah, apabila antara ijāb dan qabūl sejalan.
50
 
2) Al-āqidāni (Orang yang berakad)  
 Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya 
syarat-syarat sebagai berikut:  
a) Berakal  
Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar, sehat dan 
mumayyiz (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Jual 
beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, 
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mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini 
sebagaimana firman Allah:  
            





b) Baligh  
  Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut 
kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 
15 tahun, atau seseorang belum mencapai umur yang dimaksud, akan 
tetapi sudah dapat bertanggung jawan secara hukum.
52
 
c) Tidak pemboros  
Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli 
tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros 
dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang 
pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya 
tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur- 
hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya 
akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dinyatakan oleh Allah 
dalam surat Al- Israa‟ ayat 27:  
                       
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Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 
(Q.S. Al-Israa‟ (17) : 27)
53
 
d) Atas kemauan sendiri  
Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada 
paksaan antara penjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut 
tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah.  
3) Syarat mahallul „aqdi (objek akad)  
 Merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya 
transaksi jual beli, didalam hal ini harus memenuhi syarat- syarat 
sebagai berikut:  
a) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, artinya barang 
yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang 
digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang 
diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau 
benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya 
kotoran binatang atau sampah- sampah yang mengandung najis 
boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk 
dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan pangan.
54
 
b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya 
adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu 
tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau 
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merugikan manusia dan kemanfaatan barang tersebut tidak 
bertentangan dengan ketentuan hukum syara‟ yang berlaku.  
c) Barang atau benda yang diperjual belikan merupakan milik orang 
yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan 
perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang 
tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tesebut.
55
 
d) Benda atau barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, artinya 
barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
56
 Maka menjual unta 
yang telah hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas 
apakah unta tersebut masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian 
juga tidak sah menjual burung- burung yang terbang di alam bebas 
yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. 
Demikian juga ikan- ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah 
diperjual belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan 
penyerahannya.  
e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui 
keadaannya, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual 
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4. Macam- macam Jual Beli  
Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan 
rukun jual beli, yaitu:
57
 
a. Jual beli sah dan halal 
Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli 
adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah)  adalah jual beli 
yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli. Suatu jual beli dikatakan 
sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan, 
memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, 
tidak tergantung pada hak khiyar lagi jual beli seperti ini dikatakan 
sebagai jual beli yang shāhih.
58
 
b. Jual beli sah tetapi haram 
Apabila jual beli tersebut melanggar syariat. Seperti jual beli 
pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan 
menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan 
menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya.  
c. Jual beli tidak sah dan haram  
Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh 
syara‟. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli 
buah yang masih di pohon dan belum tampak hasilnya, jual beli 
binatang dalam kandungan dan lain sebagainya. 
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d. Jual beli sah dan disunnahkan  
Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk 
meringankan beban orang lain.  
e. Jual beli sah dan wajib 
Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal 
untuk membayar hutangnya.  
5. Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli  
Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual 
beli ini yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang 
milik penjual. Hak- hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan 
sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang 
dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, 
khiyār dan lain- lain. Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah 
segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi 
berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring. 
Pengertian Tsāman (harga) dan Mabi‟ (Barang Jualan) Secara 
umum Mabi‟ adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. 
Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak 
tentu dengan ditentukan. Definisi tersebut sebenarnya sangat umum 
sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan 
seperti penetapan uang muka.
59
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Ketetapan Mabi‟ dan harga, hukum- hukum yang berkaitan 
dengan Mabi‟ dan harga antara lain: 
60
 
a. Mabi‟ disyaratkan haruslah yang bermanfaat, sedangkan harga tidak 
diyaratkan demikian.  
b. Mabi‟ disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan 
harga tidak disyaratkan demikian.  
c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya 
Mabi‟ harus didahulukan. 
d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan 
yang bertanggung jawab atas Mabi‟ adalah penjual.  
e. Menurut ulama Hanāfiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah 
fasad dan akad tanpa menyebutkan Mabi‟ adalah batal. 
f. Mabi‟ rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga 
rusak sebelum penyerahan, tidak batal.  
g. Tidak boleh tasharuf atas barang yang belum diterimanya, tetapi 
dibolehkan bagi penjual untuk tasharuf sebelum menerima.  
Hukum atas Mabi‟ dan harga rusak serta harga yang tidak laku 
terdiri atas: 
1) Kerusakan barang  
Hukum barang yang rusak, baik seluruhnya maupun 
sebagian, sebelum akad dan setelah akad, terdapat beberapa 
                                                             
60
 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, juz IV, h. 405-406. 
 
 
ketentuan jika barang yang rusak semuanya tetapi belum diterima 
oleh pembeli:  
a) Mabi‟ rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli 
batal.  
b) Mabi‟ rusak oleh pembeli, akad tidak batal tetapi pembeli harus 
membayar.  
c) Mabi‟ rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal tetapi 
pembeli harus khiyār antara membeli dan membatalkan.  
2) Kerusakan harga  
a) Jika harga berupa uang, maka akad tidak batal sebab dapat 
diganti dengan yang lain.  
b) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak 
dapat diganti pada waktu itu, maka akadnya batal.  
3) Harga tidak berlaku  
Ulama Hanāfiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku 
sebelum diserahkan kepada penjual, maka akad nya batal. Pembeli 




Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi 
jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli 
yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi 
ketentuan- ketentuan syara‟, baik rukunnya maupun syaratnya 
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sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi 
salah satu syarat maupun rukunnya sehingga jual beli menjadi tidak 
sah atau batal.  
Menurut ulama Hanāfiyah, dalam masalah didalam 
bermuamalah yang terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada 
ketentuannya di syariat sehingga akad seperti itu adalah rusak, tetapi 
tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula 
yang rusak saja. Berikut ini adalah penjelasan lebih jauh tentang jual 
beli shāhih, fasad dan batal menurut ulama Hanafiyah: 
a) Jual beli Shāhih 
Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, hukumnya 
sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan 
akad. 
b) Jual Beli Fasad  
Ulama Hanāfiyah yang membedakan jual beli fasad dengan 
jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait 
dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti 
memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada 
jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka 
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c) Jual Beli Batal 
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu 
atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual bei itu pda dasar 
dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan 
anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang 
yang diharamkan syara‟. Seperti bangkai, darah, babi, khamar.
63
 
6. Jual Beli yang dilarang dalam Islam  
Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Zuhailyم membagi :
64
 
a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan 
pembeli), antara lain : 
1) Jual beli orang gila  
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila 
tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga 
dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.  
2) Jual beli anak kecil 
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil 
(belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara- 
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3) Jual beli orang buta  
Jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan 
sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa 
membedakan barang yang jelek dan yang baik. 
4) Jual beli Fudhūl 
Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh 
karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian menjadi 
tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). 
Akad fudhūl menurut Fuqaha merupakan orang yang melakukan 
tasharuf di dalam urusan orang lain, tanpa memperoleh kekuasaan 
untuk melakukan tasharuf tersebut atau bisa juga orang yang 
melakukan tasharuf yang tidak sesuai dengan syara.
65
 Contohnya 
yaitu jika ada seseorang yang menjual ayam padahal ayam tersebut 
bukanlah miliknya dan seseorang yang sebenarnya mempunyai 
ayam itu tidak ada nya pengetahuan bahwa ayamnya dijual. 
Selanjutnya yaitu akad fudhūl yang diperselisihkan oleh para 
fuqaha, yaitu: 
a) Menurut Mālikiyah dan Hanāfiyah akad fudhūl ini sah dilakukan 
jika memenuhi persetujuan atas pemilik barangnya,  jika pemilik 
sudah benar- benar menyetujui atas barangnya untuk dijual, 
maka sah hukumnya menurut kedua kedua ulama tersebut. Dan 
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jika pemilik barang itu menolak untuk barangnya dijual maka 
akadnya itu menjadi batal.  
b) Sedangkan menurut ulama Syāfi‟iyah dan Hanabilah, bahwa 
akad fudhūl walaupun diberitahukan kepada sang pemilik tetapi 
akadnya tetap tidak sah, karena dari awal tidak diberitahukan 
kepada sang pemilik, maka dengan itu persetujuan tersebut 
dianggap tidak ada. Dalam hal ini syara‟ melarangnya, dengan 
demikian maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.  
c) Jual beli orang yang terhalang sakit, bodoh atau pemboros 
Jual beli yang dilakukan oleh orang- orang yang terhalang baik 
karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak sah, 
sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya 
dipandang tidak dapat dipegang.  
d) Jual beli Malja‟ 
Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 
bahaya. Jual beli yang demikian dianggap tidak sah, karena 
dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 
umumnya.  




1) Jual beli Gharar  
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Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan tagrir 
adalah memancing terjadinya bahaya. Gharar dalam bahasa Arab 
berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejurang 
kebinasaan. Namun makna asli gharar itu adalah sesuatu yang 
secara zhahir berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar 
tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini 
termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (bāthil). 
Menurut istilah fikih, gharar mencakup kecurangan (gisy), 
tipuan (khida‟) dam ketidakjelasan pada barang (jihālah), juga 
ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, Imam Shan‟ani 
menegaskan bahwa jual beli yang mengandung gharar contohnya 
tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari 
dan unta yang terlantar, menjual barang yang tidak dimiliki oleh 




Gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. 
Sebagian uمama mendefinisikannya sebagai jual beli yang 
konsekuensinya antara ada dan tidak.
68
 Pengertian gharar merujuk 
pada kondisi yang tampak dipermukaan berbeda dengan 
kenyataannya. Dalam Al-Qur‟ān misalnya, kehidupan di dunia ini 
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disebut sebagai mata‟ al-gharar atau kesenangan yang menipu.
69
 
Gharar mengandung unsur ketidakpastian bagi kedua belah pihak 
yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya 




Ketidakpastian atau resiko realitas dalam kehidupan 
manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian 
dalam kehidupan sosial dan bisnis. Ketidakpastian hasil usaha jelas 
bukan gharar, tetapi merupakan konsekuensi. Abu Hurairah logis 
dari suatu usaha. Resiko selalu meliputi apapun  yang kita 
dilakukan. Islam tidak mengabaikan realita ini dan tidak melarang 
manusia menghadapi resiko dan ketidakpastian hidup. Yang tidak 
diizinkan unsur ketidakpastian atau gharar.  
Larangan jual beli yang mengandung gharar ini terdapat 
dalam sabda Rasulullah saw, yaitu: 
َلْيِو َوَسَلَم َعْن بَ ْيِع َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو َقاَل :نَ َهى َرُسْوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو عَ 
 احلََْصاِة, َوَعْن بَ ْيِع اْلَغَرِر )روه مسلم(
71   
Dari Abi Hurairah. Ia berkata: Rasulullah saw. Melarang jual beli 
dengan lemparan batu dan dan jual beli gharar. (HR. Muslim). 
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Jual beli barang yang mengandung kesamaran. Gharar ini 
mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Menurut para 
ulama gharar itu berbeda tingkatannya, ada gharar berat dan 
gharar ringan.  
a) Gharar berat 
Abu al- Walid al-Baji menjelaskan batasan (dhābit) gharar 
berat yaitu: gharar yang sering terjadi pada akad sehingga 
menjadi sifat akad tersebut.
72
 Atau singkatnya gharar berat 
adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan 
perselisihan antara pelaku akad.  
Gharar jenis ini berbeda- beda, sesuai dengan kondisi dan 
tempat. Oleh karena itu, standar gharar ini dikembalikan kepada 
„urf  (tradisi).  Jika tradisi pasar mengategorikan gharar tersebut 
adalah gharar berat, maka gharar itu juga menurut syariah.  
Diantara contoh gharar berat adalah menjual buah- buahan 
yang belum tumbuh, menyewakan (ijārah) suatu manfaat barang 
tanpa batas waktu, memesan barang (salam) untuk barang yang 
tidak pasti ada pada waktu penyerahan.  Menurut „urf (tradisi) 
gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perelisihan antara 
pelaku akad, Oleh karena itu gharar jenis ini mengakibatkan 
akad menjadi fasid (tidak sah). 
b) Gharar ringan 
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Gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa dihindarkan 
dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujjār (tradisi 
pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar 
tersebut. 
Imam Nawawi menerangkan bahwa ada kalanya sesuatu 
yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakalah kebutuhan 
terhadapnya mendesak, sama dengan pendapat ulama lainnya, 
bahwa penyebab batalnya transaksi dikarena gharar. Sebaliknya 
bila ketidak jelasan tersebut sulit dipenuhi, sedangkan jika ada 
kepastian mendesak kepadanya, maka termasuk dalam kategori 
gharar kecil. 
Al Baji menjelaskan: “Bila hal ini telah diketahui dengan 
baik maka ketahuilah, bahwa gharar dapat terjadi dari tiga arah: 
akad, harga, atau barang yang diperjual belikan dan tempo 
pembayaran atau penyerahan barang” sedangkan Ibnu Rusyd al-
maliki lebih terperinci menegaskan: “diantara akad jual beli 
yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang 
berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena 




Pengaruh gharar terhadap akad mu‟awadhah (transaksi 
bisnis) bisa terjadi baik dalam shigat akad atau dalam objek alad 
atau dalam syarat akad.
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(1) Gharar dalam sighat akad 
Contoh akad gharar dalam sighat akad adalah: 
(a) Al-jam‟u baina bai‟atani fi bai‟ah (menggunakan dua 
transakasi dalam satu transaksi), seperti menjual 
barang dengan harga seribu tunai dengan harga dua 
ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu 
dari dua pilihan tersebut. 
(b) Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti bai‟ 
al-hasha yakni menjual sesuatu dengan cara 
melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap 
objek yang terkena lemparan, maka itu yang dibeli.
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Kedua akad dalam contoh diatas itu menjadi fasid 
karena adanya unsur gharar dalam sighatnya, akadnya 
mengantung (ta‟liq aqd) sehingga menjadikan objek 
akadnya tidak pas terwujud. Akad tersebut tidak sah (fasid) 
berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transkasi jual 
beli yang diharamkan karena ada gharar dalam sighatnya. 
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(2) Gharar dalam objek akad 
Gharar yang terjadi pada objek akad (mutsman) 
objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam 
akad bai‟ atau barang (layanan) yang disewakan dalam 
akad ijarah atau akad objek usaha dalam akad mudhrabah. 
Gharar dalam barang menjadi objek transaksi meliputi hal-
hal berikut: 
(a) Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan 
jelas (majhul) seperti menjual barang tetapi tidak 
dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui 
modelnya. 
(b) Objek akadnya tidak ditentukan (adamu ta‟yini sil‟ah) 
seperti menjual mobil di show room tanpa ditentukan 
barangnya atau menjual sebidang tanah tanpa 
ditentukan tempat dan letaknya.  
(c) Sifat objek akad tidak diketahui (majhul) dalam barang 
yang memiliki sifat yang berbeda-beda seperti menjual 
barang yang tidak ada ditempat tanpa dijelaskan sifat-
sifatnya. 
(d) Jumlah barang yang menjadi objek akadnya (miqar al-
mabi‟) itu tidak diketahui (majhul), seperti ba‟i al-
jazaf. Bai‟ al-jazaf adalah jual beli barang yang ditaksir 
jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. Bai‟ 
 
 
al-jazaf itu hukumnya tidak sah kecuali jika memenuhi 
syarat-syarat yaitu, barang yang dijual terlihat waktu 
akad disepakati, barangnya tersimpan (mahruz), yang 
disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan 
bukan satu per satu. 
Dengan syarat-syarat tersebut maka bai‟ al-jazaf 
dibolehkan karena unsur ghararnya termasuk kategori 
gharar ringan dan ditolerir (mughiafar). Transaksi 
dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan 
jumlahnya tersebut itu akadnya tidak sah (fasid) sesuai 
dengan ijma ulama yang menegaskan bahwa setiap 
transaksi yang tidak diketahui objek akadnya, maka akad 
itu tidak sah karena dalam transaksi ini ada 
ketidakjelasannya yang bisa menyebabkan perselisihan 
(jahalah fahisyah). Begitu pola tujuan penjual atau 
pembeli untuk mendapatkan keuntungan atau barang 
(taslim dan tasallum) itu tidak tercapai.
75
 
(3) Gharar dalam syarat akad 
Setiap syarat yang mengandung unsur gharar dalam 
shigat akad atau objek akad maka akad tersebut menjadi 
fasid (tidak sah) seperti khiyār syarat dalam jangka waktu 
yang tidak ditentukan atau syarat yang mengandung unsur 
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gharar terjadi pada objek akad seperti misalnya bai‟ tsunya 
(menjual sesuatu kecuali beberapa bagiannya yang tidak 
ditentukan) dengan syarat-syarat ini, maka akadnya menjadi 
tidak sah karena syarat itu adalah bagian dari akad. 
Terjemahan oleh Kahar Mansyur dalam kitab Bulughul 
Maram 1 dijelaskan bahwa penjual yang melakukan 
penipuan akan mengalami dua kecelakaan yaitu: 
1. Didunia pembelinya akan semakin berkurang dan 
akhirnya dagangnya bangkrut atau gulung tikar. 
2. Diakhirat akan menghadapi pengadilan Allah swt, 
sehingga setiap pembeli yang dirugikannya dahulu akan 
menerima hak ganti secukupnya, yaitu ia mempunyai 
pahala, maka dibayar dengannya, akan tetapi jika tidak 
ada lagi, maka dosa pembelinya seimbang dengan dosa 
yang ditimbulkan penipunya karena dosa penipuan tidak 
akam terhapus dengan melakukan tobat nasuha tetapi 
harus direlakan oleh yang berhak.
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a. Al-Gharar al-Yasīr, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang 
tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah 
pihak dari keberadaannya dimaafkan, karena tidak 
merusak akad. 
b. Al-Gharar al-Katsīr/al-fāhisyah, yaitu ketidaktahuannya 
yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara 
kedua belah pihak dan keberadannya tidak dimaafkan 
dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. 
c. Al-Gharar al-Mutawassith, yaitu gharar yang 
keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah 
termasuk kedalam al-gharar al-yasīr atau al-gharar al-
katsīr al-fāhisyah dan berada diatas al-gharar al-yasirah. 
Contohnya: jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, 
jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli 
barang hasil ghasab, jual beli buah sebelum tanpa baik 
tidaknya buah tersebut, dan yang lainnya. 
2) Jual beli buah-buahan yang belum tampak baiknya 
Hukum Islam telah melarang jual beli ini seperti ini, 
dikarenakan jual beli buah-buahan yang belum tampak baiknya 
merupakan salah satu dari beberapa macam jual beli yang 
diharamkan karena gharar. 
Didalam buku Enang Hidayat (Fiqh Jual Beli), Al-Mawardi 
(sebagaimana dikutip Ali bin Abbas al-Hukmi) menyebutkan ciri-
 
 




a) Buah itu warnanya baik seperti buah kurma, anggur. 
b) Buah itu manis rasanya seperti tebu. Atau buah tersebut 
rasanya masam seperti delima. 
c) Buah itu telah matang seperti buah tin dan semangka. 
d) Buah itu sudah mengeras seperti buah gandum. 
e) Buah itu sudah tinggi seperti makanan hewan (rumput) dan 
tanaman sayur-sayuran. 
f) Buah itu sudah besar seperti buah mentimun. 
g) Buah itu sudah pecah seperti kapas. 
h) Buah tersebut sudah terbuka dan harum seperti bunga mawar. 
Jumhur Ulama yang terdiri dari Mālikiyah, Syafi‟iyah, dan 
Hanābilah berpandangan bahwa menjual buah sebelum tampak 
baiknya (belum matang) hukumnya batal, sedangkan menurut ulam 
Hanāfiyah hukumnya fasad. 
3) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, 
karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti. 
4) Jual beli majhūl  
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Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli 
singkong yang masih ditanah, jual beli buah- buahan yang baru 
berbentuk bunga. Jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah 
karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.  
5) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama (Al-Qur‟ān) 
Jual beli barang- barang yang sudah jelas hukumnya oleh 
agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.                             
6) Jual beli Muzābanah 
Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, 
misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, 
sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi 
kering.  
7) Jual beli Muhāqallah 
Jual beli tanaman yang masih di ladang atau kebun atau 
disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena 
mengandung unsur riba di dalamnya.  
8) Jual beli Mukhādharah 
Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 
misalnya rambutanyang masih hijau, mangga yang masih kecil dan 
lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab 





9) Jual beli Muammassah  
Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 
menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka 
berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini 
dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal- akalan) dan 
kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.   
c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijāb qabūl) : 79 
1) Jual beli Mu‟āthah 
Jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan 
pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak 
memakai ijāb qabūl, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, 
karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 
2) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijāb dan qabūl 
Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijāb dari pihak 
penjual dan qabūl dari pihak pembeli, maka dianggap tidak sah 
karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau 
menurunkan kualitas barang.   
3) Jual beli Munjiz 
Jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu 
atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti 
ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan 
syarat dan rukun jual beli. 
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4) Jual beli Najasyi 
Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga teman, dengan maksud mempengaruhi orang agar 
orang itu mau membeli barang kawannya tersebut. Jual beli seperti 
ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan 
(bukan kehendak sendiri). 
 Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:  
ثَ َنا َمِلُك َعْن نَ  ثَ َناَعْبُداللَّو ْبُن ُمْسَلَمَة َحدَّ ُهَما  ُعَمَر َرِضيَ  ا ِفِع َعْن ْبنِ َحدَّ اللَُّو َعن ْ
80مسلم(البخارو  َقاَل نَ َهى النَِّبُّ َصَلى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّم َعِن النََّجِش. )رواه  
Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Malik dari Naf‟i 
bin Umar ra. berkata bahwa  “Rasulullah Saw, telah melarang 
jual beli najasy.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 
5) Menjual di atas penjualan orang lain  
Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain 
dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli 
barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang 
itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga 
yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang 
karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat 
diantara penjual. 
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6) Jual beli dibawah harga pasar 
Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang- 
orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga 
semurah- murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual 
dengan harga setinggi- tingginya. Jual beli seperti ini dipandang 
kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) 
atau orang- orang desa.  
7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu 
nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli 
seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan 
persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan 
diantara pedagang (penjual). 
7. Khiyār dalam Jual Beli  
Khiyār adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli 
untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya.
81
 
Oleh karena itu dalam jual beli dibolhkan atau dibatalkan 
(diberhentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, khiar 
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a. Khiyār Majelis 
Yaitu khiyar jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan 
jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. 
Dengan demikian apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah 
berpisah dari tempat akad tersebut, berarti khiyār majelis tidak berlaku 
(batal).  
b. Khiyār Syarat   
Yaitu khiyār jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian 
(syarat) tertentu. Contoh seseorang berkata: saya jual mobil ini dengan 
harga Rp 30. 000.000,- dengan syarat khiyār selama tiga hari. Dengan 
demikian, apabila sudah lewat dari tiga hari tiga malam, berarti khiyār 
syarat tidak berlaku (batal).  
c. Khiyār „Aibi 
Yaitu khiyār jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu 
barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat 
pada barang yang dibeli, baik itu cacat sudah ada pada waktu tawar 
menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh 
pembeli. Contoh seorang pembeli baju, setelah dicoba ternyata ada 
yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. 
Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah 
dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. 
 
 
Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai 
(apalagi dalam waktu lama), maka khiyār „aibi menjadi tidak berlaku 
(batal). 
8. Batal dan Berakhirnya Jual Beli 
Batal (bāthil) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal 
yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti 
akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad 




a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i (secara syar‟i 
tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan 
akibat hukum apapun. 
b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bāthil itu 
wajib dikemablikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum 
dilaksanakannya akad bathil tersebut. 
c. Akad bāthil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin 
mislanya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang 
sebenarnya tidak ada secara syar‟i dan juga karena pembenaran hanya 
berlaku terhadap akad maukuf. 
d. Akad bāthīl tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad 
ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. 
e. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan. 
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Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya, berakhirnya akad 
karena fasakh adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara 
muta‟āqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan 
karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. 
Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:
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1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah 
disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses proses waktu. 
2) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna. 
3) Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak 
yang berakad prinsip umum dalam fasakh adalah masing-masing 
kepada keadaan seperti sebelum terjadi atau seperti tidak pernah 
berlangsung akad. 
4) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad 
yang Mauqūf. Akad mauqūf akan berakhir jika berwenang al-akad 
tidak mengizinkan. 
9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 
Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan 
keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia 
secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-
lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti 
selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat 
hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. 
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Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari 
pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk 
kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai 
kebutuhan masing-masing.
85
 Adapun manfaat dan hikmah dalam jual beli 
yaitu: 
a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 
menghargai hak milik orang lain. 
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar 
kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas. 
Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima 
uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang 
dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu 
mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan 
sehari- hari.  
c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 
bāthil.  
 
B. Tinjauan Pustaka 
Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian 
yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 
          Pertama, Adriansya dengan judul: Perspektif Untung Rugi Dalam 
Transaksi Jual Beli Durian Yang Masih Di Pohon Ditinjau Dari Ekonomi 
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Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang). Penelitian 
ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Bengkulu, dilakukan dalam rangka 
mengambil strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam. Fokus penelitian yang dilakukan Adriansya 
ialah tentang praktik jual beli durian yang masih di pohon ditinjau dari 
ekonomi Islam. Meskipun demikian penelitian yangdi lakukan Adriansya 
dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan. 
Kedua, Ahmad Ridwan dengan judul : Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus di 
Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Utara). 
Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa  IAIN Mataram, dilakukan 
dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam. Fokus penelitian yang dilakukan Ahmad 
Ridwan ialah tentang praktik jual beli durian dengan sistem ijon. 
Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Ahmad Ridwan dapat 
dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan. 
Ketiga, Aldina Yansmil dengan judul: Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbang (Studi di Kelurahan 
Pengajaran Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung). Penelitian ini 
merupakan penelitian mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan 
dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas 
Syariah. Fokus penelitian yang dilakukan Aldina Yansmil ialah tentang 
praktik jual beli durian dengan sistem timbang dan satuan. Meskipun 
 
 
demikian penelitian yang dilakukan Ahmad Ridwan dapat dijadikan bahan 
informasi untuk penelitian yang akan dilakukan. 
Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yang membahas secara umum jual beli durian yang 
masih di pohon, jual beli durian dengan sistem ijon, dan jual beli dengan 
sistem timbang dan satuan. Sedangkan dalam  objek kajian penulis dalam 
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